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Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup
pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum
pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast
terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan regulasi sekuritas agar
perlindungan hukum terhadap semua subjek terpenuhi dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui proses mitigasi Investasi Robot Trading dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang
terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
terhadap kasus Robot Trading Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban
dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan gjaran atau doktrin
yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk
keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (conceptual approach) untuk meneliti pokok permasalahan, dan
pendekatan kasus (case approach) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca,
mempelgari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat
dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor robot trading Viral Blast terkait penipuan dengan
skema ponzi di Indonesia secara hormatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan
dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai robot trading sebagai
sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur makatidak bisa dipungkiri

masi h terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam
proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut.

...... Legal certainty is an effort to provide a strong legal foundation within its scope for law enforcement
officials when carrying out their duties to provide legal protection to victims or the public in specific cases.
Regarding the case of investorsinvolved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi schemein
Indonesia, it must comply with securities regulations to ensure legal protection for all partiesinvolved. The
purpose of thisresearch isto understand the mitigation process of Robot Trading Investment with a Ponzi
scheme based on a case study that occurred in Indonesia, as well as the supervisory system by the
Commodity Futures Trading Regulatory Agency on the Viral Blast Robot Trading case and the challenges
and efforts to overcome them. The research method used is normative or doctrinal, seeking answers based
on regulations and laws along with underlying teachings or doctrines. The study adopts a statutory approach
for the entire research, a conceptual approach to investigate the core issues, and a case approach for the
discussion of the main issues. The data sources used are primary and secondary data obtained through
document studies, including reading, studying, and understanding relevant regulations, books, and literature.
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Based on the research findings, it can be described that the mitigation process for investors involved in the
Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, normatively, is still covered by relevant
regulations and laws, but there is no specific regulation that explicitly governs robot trading as a Ponzi
scheme tool. Due to the absence of specific regulations, vulnerabilities still exist in the implementation and
handling process because of weaknesses in the implementation of relevant regulations.



